Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor 8

Tanggal

30 December 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi 1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi 1.20.05.02 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)
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PENDAPATAN
DANA PERIMBANGAN

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan Hibah
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Bunga

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1.528.123.910.000,00

1.166.227.022.000,00

37.153.282.000,00

1.044.211.310.000,00
84.862.430.000,00

5.117.012.000,00
59.381.370.000,00

208.382.950.000,00
89.015.556.000,00

110.509.499.000,00

110.509.499.000,00

60.000.000,00
17.581.700.000,00
15.733.800.000,00
0,00

PMKRI NO. 197/PMK.07/2011

PMKRI NO. 203/PMK.07/2011 dan PMKRI NO.
203/PMK.07
PMKRI NO. 02/PMK.07/2012

Surat Dipenda Prop

PMKRI NO. 202/PMK.07/2011

PMKRI NO. 08/PMK.07/2012

Surat Dipenda Prop

PMKRI NO. 46/PMK.07/2012

PMKRI NO. 207/PMK.07/2011

Surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan No. S-
PMKRI NO. 209/PMK.07/2011

PER GUB JATENG NO. 4 TAHUN 2012

Peraturan Gub. No. 67 TH 2009

PMKRI NO. 34/PMK.07/2012

DPA Pendapatan Dan Belanja Daerah Prop. Jateng TA.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 1




KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.20.1.20.05.00.00.5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,Pemerintahan Desa dan 73.133.999.000,00
Partai Politik

1.20.1.20.05.00.00.5.1.8 Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 1.417.614.411.000,00

1.20.1.20.05.00.00. 6 PEMBIAYAAN DAERAH
1.20.1.20.05.00.00.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 61.739.911.000,00
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 61.596.951.000,00
1.20.1.20.05.00.00.6.1.5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 142.960.000,00
1.20.1.20.05.00.00.6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 6.447.688.000,00
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 6.079.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.6.2.3 Pembayaran Pokok Utang 368.688.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 55.292.223.000,00

Slawi, 30 December 2013
Pj.BUPATI TEGAL

SATRIYO HIDAYAT

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2




